
BI,PATI BARITO SEI"ATAIT

PROVINSI KALIMAITTAIT ?EilGAII

PERATURAN BI'PATI BARIT\O SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2O2O

TEITTANG

PERUBAIIAIT ATAS PERATT'RAfi BT'PATI ITOTIOR 2 TAHUN 2O2O

TETTANG TATA CARA PEMBAGIAT, PEilE"TAPAIT RIITCIAH DAN
PEITG(}UITAAIT ATOKASI DAI{A DESA TAHUN ANGGARAT{ 2O2O

DEITGAIT RAIIilA? TTIHAI{ YANG DIATIA ESA

BUPATI BARITO SELIITAN,

Menimbang: a.

b. bahwa

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusa.t dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$ ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 7, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

4. Und.ang-Undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4
Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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l^---^^ ,r--3^^- TT-l--- B-T^-^- r-r ,F^1--Ciefigan UnGalig-Unciai-rg i\omor 9 lar-iur-i ZV iJ rentar"ig
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tah:un 2A74
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791; v

' .t.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2A14 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang
Desa fi,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2Oi4 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahr:-n 2O2.A tenta::g Pen-rbahan Ked-r-ra- Ata-s Pera-tr-rra-n
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol+ tentang

,r ^_!^__^* Lr^_^_^ r--:^___r_.!j1_ !.-J^.-^.-:.- ,F^.!-=_.- ilJ.1, 1= ET^-^__Lrtrsa tlJtrIrtuailailr lrcg,ir-lia Ncpuulr,i. llr(lurlclira riarrllr zvLJ rrurfiur
757, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor
57t71;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beriia Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Non:or 20361 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
12O Tahun 2018 tent.a-ng Perr-rbahan Atas Perat;ran IrJenteri
DaTarn Negeri iliomor 80 Tahun 2075 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
i ai1i.lll 'ZU td lXGii-i0f ilI,Jir, *

7 . Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 20 Tahun 2Ot8 tentang
Pengelolaan,Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611); -/

8. Peraturan Daerah,'rKabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2OLb tentang Pembentukan <ian Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor ?); €

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2Ai9 tentang Anggaran Pend.apatan cian Beianja Daerah Tahun
Anggaran 2O2A (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2OLg Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatal Tahun 2015 Nomor 2Ll
oel:caaimana !el.o!-- ;{i:rhah rjlens*n Deratttrar- Pr-'na}i Pc".--it^-'viid-5ci-i:ii.=-ii6. LLiGii uiuuqii ili-viiE;diii i i,iCi"Ltiid"ii ijLi-iict-li iia"lIL(,

Selatan Nomor 18 Tahun 2078 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Perioman Tata Cara Pengaciaan BaranglJasa rii Desa (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OLB Nomor 18); *.

11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Ba-rito Selatan Tahun 2Al9 Nomor 19); -

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 2OL9 tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan Dan Belan_ia Daerah Tahun
2A2O {Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2Ot.9
Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati



Menetapkan :
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Barito seiatan Nomor 8 Tahun 2o2O tentang Perubahan Atas
peraturan Bupati Nomor 32 Tatt:Jn 2a19 tentang Penjabarafl

Anggaran penhapatan Dan Belanja Daerah -lalun 2O2A (Berita
paeiah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2O2O Nomor 8) ; ,-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURANBUPATINoMoR2TAHUN2}2}TENTANG
CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2O2O. '

Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2o2a tentang

Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Tahun Anggaran 
"2a2o(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2o2o

Nomor 2) diubah sebagai berikut : *

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikrrt :

Pasal 5

(1) Alokasi Dana Desa untuk Kabu-paten Barito Seiatan Tahun anggararl

2O2O berjumlah Rp. 58.7.74.944.OAO fiima puluh delapan miliyar tujuh
ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). -'

t2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa'

(3) Jurnlah Oesa di Kabupaten Barito Selata n yang akan menerima Alokasi
Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enarn ) Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan BuPati ini. -

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut. :

Pasal 13

t1) Selain memperoleh Penghasila-n Teta-p dan Tunjangan serta TUnjangan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Kepala Desa dan Perangkat Desa

mernperoleh Jaminan Pemelihataan Kesehatan melalui Badan
Penyelen ggar a Jaminan So sial (B PJS) Ke sehatan.

{2) Besaran iuran atas jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut
disesuaikan dengan tarif yarlg telah ditetapkan oleh pihak Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.

{3} Anggaran jarninan perneTlharaart kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dari ADD. "

3. Ketentuan ayat (2) hurul a, hur-uf b dan huruf c Pasal 18 diubah, sehingga
Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :



-+-
Pasai i8

(1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

-- 4--1---- r /^^4=-\ ^^1_----.^- e^al- !+:.=^ *__.!=.-L _.=_-_-_! ..!.._: +^+-_.! A nr\-.i. Liiiiiiij r iis.i'-ij,i 5-ijiiijiii.;urlo iLig:i pi_.:iiiii ij.iisuiii Gai-i LULaii t-t.ij_=
Pencairannya dilakukarr pada triwrrlan I dan II yaitu bulan lvlaret
sarnpai dengan buian Juni;

D. tahap ii lciuaj sebesariu -h iempat puiuh perseni ciari '.otai ADu
Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai
dengan SepternLrer; dan

c. tahap III itiga) sebesar 30% (tiga puiuh perseni dari total ADD
Pencairannya ditrakukan paCa triv,-ulan IV yaitu bulan Oktober

(2) Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :

a. Fei:cair-ar: iahap i isa'uui nielengkapi pci-s5,.'a; aiai: .

1. Peratrrran Desa tentang APB Desa tahrrn yang bersangkutan;
2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran

sebelurnnya;
3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
4. Sural Fer-nyataan Tanggung jawab penggunaan ADD;
5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
6. Fotocopy SK Penga-ngka-tzn Kar-r-r Ker-ra-nga-n selaku oer-a_ngka_t

Desa; 
i7. Fotoccpy SK Pengangkatan Bendahara Desa;

8. Fotocopy buku rekening Desa;
9. Fotocopy KTP Kepata Desa;
iO. Fotocopv KTP Benriahara Desa; dan
r r E1^+^cohy buku NpV/p DesaI I, I'ULU 

J

b. Pencaii'an tahap II (dua) melengkapi persyaratan :

i. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I;
2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana

dima-ksr;d pada angka- 1 {satu) di atas, men''-lnjt-tkkan telah
digunakan ADD Tahap I sekurang-kurangny-a sebes ar 5Oo/o {lima
puluh persen);

3. Daftar R-encana Penggunaan Dana;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD;
5. Fot_ocopy SK Pengangkatan Kenala llesa:
6- Fotocopy SK Pengangkatan Kaur Keuarrgan seiaku perangkat

Desa;
7. Fotocopy SK Pengangka_tan Bendaha_ra Desa;
8. Fotocopy buku rekening desa;
9. Fotocopy KTP Kepaia Desa;
1O. Fotoccp5r KJP Bendahara Desa; dan
11. Fotocopy buku NPWP Desa.

c. Pencairan tahap IIi (tiga-.i melengkapi persvararall :

1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II ;
2. La-poran Rea-lisa-si Penegr-rna-an ADD Taha-p II seba-ga-1ma-na-

ciirrraksuci paaa ar.gka I (satu) di atas, menunjukan teiah
digunakan ADD Tahap II sekurang-kurangnya sebesar 5O% (lima
puiuh persen);

3. Daftar Rencana Penggunaan Dana;
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4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;

5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepa-la Desa;

6.FotocopySKPengangkatanKaurKeuanganselakuperangkat
Desa;

7. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa;

8. FotocoPY buku rekening desa;
g. FotocoPY KTP KePala Desa;
1O. Fotocopy KTP Bendahara Desa; dan
11. FotocoPY buku NPWP Desa'

(3) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana

penggurnaui Dunu dan surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan

ADD sebagaimana tercantum daiam Lampiran IV, Lampiran v dan

Lampiran VI yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

BuPati ini.

4. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III diubah, sehingga menjadi

sebagaimana terdantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagiin tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

mulai berlaku pada tanggal dir:ndangkan'

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
penlmpatanrtya dalarn Berita. Daerah Kabrrpaterr Barito

Peraturan BuPati ini

Agar setiap orang
Bupati ini derrgarr
Selatan.

Diundangkan di
pada tanggai

Buntok
i? gp;s*-;r: 2020

Ditetapkan di Buntok

i4;
€;lrll
"i*
Qt*ffi

BERI{A DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2A2A NOMOR 22



LAMPIRAI{ III
PERATU4*I{ BUPATT BARI"IO SELATAIT
NOMOR 4' TAHUI{ 2O2O
TEilTAHG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2
TATUN 2A2O TENTANG TA'TA CARA PEITIBAGIAN,
FEI\IE?APAN RIIICLATT DA.!E PESIGGUEiEAA.II ELOKA,SI
DAI{A DESA TAHUIIT AITGGARAT{ 2A2O

FORMAT VEzuFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ADD

CEK SILANG VERIFIKASI
DOKUMET{ PERSYARATAT{ PET{YALURAT{ ADD

ICq.BUPATE}{ : BAPJTO SEIATAN
KECAMATAI.{ :

DESA :

Cek Silang Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Fenyaluran ADD

Berdasarkan hasil cek silang dan verifikasj terhadap kelengkapan dokumen persyaratan
perryahrrarr ADD, maka dapat direkoraend.asikarr sekragai i:erilcu'r- :

LENGKAP atan MEI,iENUlii SYARAT dan bisa digunakan

i i permohonan penyaluran ADD
untuk mengajukan

TIDAK LENGKAP atau TIDAK MEIVIENUHI

perbaikan i <iiiengkapi.
SYARAT dan Dokumen perlu

r1^+^+^-.LULULU' L .

NT^1tu
r T-^:^ -vtdill

Hasil Pemeriksaan
Ada Tidak Ada

1 Peraturan Desa tentang APBDes TA
2 Larroran Realisasi Penggunaan ADD .

3 Daftar Rerrcarra Penqqunaan Darra
4 Surat Pernvataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD
5 F'otocopy SK Pensanskatan Kepala Desa
6 Fotocopy SX Pengangxatan Xaur l{eual:'gan selai<u

oeranskat Desa
7 Fotocor:v SK Pensangkatan Bendahan'a Desa
oo Fotocoov Buku Rekening Desa
9 Fotocoov KTP Kades:
10 Fotocci:v KTP Bendahara Desa;
l1 F'otocop.r buku IIPWP Desa

Rekomendasi ini
Pada Tarrggal
Dibuat oleh Tim

dibuat

Fasilitasi Kecarnatan
I\Y^ I.{AMA TANDA TANGAN
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